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ABSTRAK

Permasalahan utama dalam pengelolaan lingkungan pesisir terletak pada masih terbatasnya pemahaman hukum
masyarakat serta rendahnya keterlibatan aktif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang berlokasi di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir
berkelanjutan. Mitra kegiatan adalah Pemerintah Kelurahan Bintaro yang melibatkan 35 peserta terdiri atas staf
kelurahan, tokoh masyarakat, nelayan, dan pemuda yang merupakan representasi masyarakat pesisir setempat.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu koordinasi dengan mitra untuk mengidentifikasi
kebutuhan dan permasalahan, persiapan materi dan teknis pelaksanaan, pelaksanaan sosialisasi hukum dengan tema
Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir Berkelanjutan, serta evaluasi yang
dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab setelah kegiatan berakhir untuk mengukur tingkat pemahaman peserta,
memperoleh umpan balik, serta mengidentifikasi tindak lanjut yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam
kegiatan ini adalah ceramah dan tanya jawab guna mendorong interaksi aktif antara narasumber dan peserta. Hasil
diskusi dan tanya jawab pasca kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap aspek hukum
lingkungan dan adanya komitmen kesiapan untuk berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan pesisir. Selain
itu, kegiatan ini juga mendorong munculnya inisiatif masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi berbasis
pesisir secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi hukum ini memberikan kontribusi positif dalam
membangun kesadaran hukum dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan pesisir
secara berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum Lingkungan; Partisipasi Masyarakat,; Pesisir Berkelanjutan, Sosialisasi Hukum.

ABSTRACT

The primary challenge in coastal environmental management lies in the limited legal awareness of local communities
and their low level of active participation in maintaining the sustainability of coastal ecosystems. This community
service program, conducted in Bintaro Village, Ampenan District, Mataram City, aimed to enhance legal awareness
and strengthen community participation in sustainable coastal environmental management. The partner of this
program was the Bintaro Village Administration, involving 35 participants consisting of village officials, community
leaders, fishermen, and youth representatives of the local coastal community. The program was implemented through
several stages, including coordination with the partner institution to identify needs and existing problems, preparation
of materials and technical arrangements, the delivery of a legal awareness seminar entitled Strengthening Community
Participation in Sustainable Coastal Environmental Management, and an evaluation phase. The evaluation was carried
out through discussions and question-and-answer sessions following the activity to assess participants’ level of
understanding, obtain feedback, and identify necessary follow-up actions.The methods employed in this program
included lectures and interactive discussions to encourage active engagement between the speakers and participants.
The results of the post-activity discussions and question-and-answer sessions indicated an improvement in
participants’ understanding of environmental law and demonstrated their commitment and readiness to take an active
role in coastal environmental conservation efforts. Furthermore, the program encouraged community initiatives to
develop sustainable coastal-based economic activities. Therefore, this legal awareness program made a positive
contribution to fostering legal consciousness and strengthening community participation in the sustainable
preservation of the coastal environment.
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PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan pesisir
berkelanjutan merupakan isu strategis yang semakin
memperoleh perhatian di tingkat global maupun
nasional, seiring dengan meningkatnya tekanan
terhadap ekosistem pesisir akibat aktivitas manusia
dan dinamika perubahan iklim. Wilayah pesisir
memiliki peran yang sangat penting sebagai zona
transisi antara daratan dan lautan yang kaya akan
keanekaragaman hayati serta sumber daya alam yang
bernilai ekonomi tinggi. Kawasan ini juga menjadi
ruang hidup bagi masyarakat pesisir yang
menggantungkan mata pencahariannya pada sektor
perikanan, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya
alam lainnya. Namun tingginya intensitas
pemanfaatan tanpa diimbangi dengan pengelolaan
yang berkelanjutan telah menimbulkan berbagai
permasalahan lingkungan, seperti abrasi pantai,
pencemaran laut, degradasi ekosistem mangrove dan
terumbu karang, serta penurunan kualitas hidup
masyarakat pesisir (Ningsih, 2025).

Dalam menghadapi berbagai tantangan
tersebut, pendekatan pengelolaan lingkungan pesisir
tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral dan top-
down, melainkan harus mengedepankan prinsip
keberlanjutan yang terintegrasi dan partisipatif. Salah
satu aspek penting dalam pendekatan ini adalah
penguatan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama
yang memiliki keterkaitan langsung dengan sumber
daya pesisir. Partisipasi masyarakat tidak hanya
dimaknai sebagai keikutsertaan formal dalam
kegiatan tertentu, tetapi lebih jauh mencakup
keterlibatan aktif dan bermakna dalam seluruh
tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan,
pengambilan keputusan, pelaksanaan program,
hingga pengawasan dan evaluasi (Kasim et al., 2025).

Masyarakat pesisir pada dasarnya memiliki
potensi besar dalam mendukung pengelolaan
lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari
keberadaan pengetahuan lokal (local knowledge) dan
kearifan tradisional yang telah berkembang secara
turun-temurun  dalam  menjaga  keseimbangan
ekosistem. Praktik-praktik lokal seperti pengaturan
waktu tangkap, larangan mengambil sumber daya
tertentu pada periode tertentu, serta sistem
kelembagaan adat merupakan bentuk nyata dari upaya
konservasi berbasis masyarakat. Namun, potensi
tersebut seringkali belum terakomodasi secara
optimal dalam  kebijakan formal, schingga
menyebabkan  terjadinya  kesenjangan  antara
pendekatan ilmiah dan praktik lokal (Septory &
Ririhena, 2026).

Kondisi tersebut juga ditemukan di
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota
Mataram, yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan
pengabdian. Sebagai wilayah yang memiliki
karakteristik masyarakat pesisir dengan
ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber
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daya laut, Kelurahan Bintaro menghadapi tantangan
berupa masih terbatasnya pemahaman masyarakat
mengenai aspek hukum pengelolaan lingkungan
pesisir serta belum optimalnya keterlibatan
masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan.
Meski demikian, wilayah ini memiliki potensi besar
berupa keberadaan kelompok nelayan, tokoh
masyarakat, dan generasi muda yang dapat
diberdayakan sebagai agen penggerak dalam
pengelolaan lingkungan pesisir yang berkelanjutan.
Selain itu, dukungan Pemerintah Kelurahan Bintaro
sebagai mitra kegiatan menjadi modal sosial yang
penting dalam mendorong keberhasilan program,
khususnya dalam membangun kesadaran hukum dan
memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga
kelestarian lingkungan pesisir (Faturahman, 2025).

Oleh karena itu, penguatan partisipasi
masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang
mendesak dalam  mewujudkan  pengelolaan
lingkungan pesisir yang berkelanjutan. Upaya ini
dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti
peningkatan  kapasitas = masyarakat  melalui
pendidikan dan pelatihan, penguatan kelembagaan
lokal, serta penyediaan akses informasi yang
transparan dan inklusif. Selain itu, diperlukan pula
dukungan kebijakan yang memberikan ruang dan
pengakuan terhadap peran masyarakat dalam
pengelolaan  sumber daya alam, termasuk
pengakuan terhadap hukum adat dan praktik-praktik
lokal yang relevan dengan prinsip keberlanjutan
(Holle et al., 2022).

Lebih lanjut, penguatan partisipasi
masyarakat juga harus didukung oleh sinergi antara
berbagai  pemangku  kepentingan, termasuk
pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan
organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting
untuk menciptakan sistem pengelolaan yang adaptif,
responsif, dan berbasis pada kebutuhan nyata di
lapangan. Pendekatan kolaboratif tidak hanya
memperkuat kapasitas masyarakat, tetapi juga
meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan
serta memperluas jangkauan program pengelolaan
lingkungan (Yuhandra et al., 2023).

Dalam konteks pembangunan
berkelanjutan, partisipasi masyarakat memiliki
peran strategis dalam menjembatani kepentingan
antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Dengan
melibatkan masyarakat secara aktif, pengelolaan
lingkungan pesisir tidak hanya berorientasi pada
konservasi sumber daya, tetapi juga pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip
pembangunan berkelanjutan yang menckankan
keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian
sumber daya alam untuk generasi saat ini dan
mendatang (Suryaningtyas & Ramli, 2025).

Dengan demikian, penguatan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir
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berkelanjutan merupakan langkah fundamental yang
harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan
program pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya
memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan
lingkungan yang ada, tetapi juga menciptakan tata
kelola yang lebih demokratis, inklusif, dan
berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen
bersama dari seluruh pihak untuk mendorong
terciptanya sistem pengelolaan lingkungan pesisir
yang berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat.
Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum
masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan pesisir,
memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan
konservasi dan pelestarian ekosistem pesisir, serta
mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah
kelurahan dan masyarakat dalam mewujudkan tata
kelola lingkungan pesisir yang berkelanjutan,
partisipatif, dan berkeadilan (Harahab & Riniwati,
2020).

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan
sosialisasi hukum adalah metode ceramah dan tanya
jawab. Materi disampaikan menggunakan media
presentasi berbasis LCD yang dirancang secara
menarik dengan memuat gambar, ilustrasi, dan
contoh-contoh kasus yang relevan dengan tema
pengelolaan  lingkungan pesisir  berkelanjutan.
Penggunaan media visual tersebut bertujuan untuk
meningkatkan perhatian dan pemahaman peserta
terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, bahan
sosialisasi juga dibagikan kepada seluruh peserta
dalam bentuk hard copy sebagai bahan bacaan dan
referensi setelah kegiatan berakhir. Penyampaian
materi dilakukan secara sistematis, komunikatif, dan
menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar
dapat menjangkau secluruh lapisan peserta yang
memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman
yang beragam.

Metode ceramah dipadukan dengan sesi
tanya jawab interaktif untuk menciptakan suasana
pembelajaran yang partisipatif dan menghilangkan
kesan formal yang kaku antara narasumber dan
peserta. Pendekatan ini dilakukan untuk membangun
kedekatan emosional, meningkatkan keterlibatan
peserta, serta mendorong munculnya diskusi yang
konstruktif terkait berbagai persoalan pengelolaan
lingkungan pesisir yang dihadapi masyarakat. Dengan
demikian, proses penyampaian materi tidak hanya
bersifat satu arah, tetapi juga memberikan ruang bagi
peserta  untuk  menyampaikan  pengalaman,
pandangan, dan permasalahan yang dihadapi di
lingkungan sekitar.

Kegiatan sosialisasi hukum dilaksanakan
pada tanggal 8 April 2026 di Aula Kantor Kelurahan
Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
Kegiatan ini melibatkan 35 peserta yang terdiri atas
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staf kelurahan, tokoh masyarakat, nelayan, kelompok
perempuan, dan pemuda sebagai representasi
masyarakat pesisir. Pelaksanaan kegiatan merupakan
hasil kerja sama antara Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Muhammadiyah Mataram dengan Pemerintah
Kelurahan Bintaro sebagai mitra dalam pelaksanaan
program pengabdian kepada masyarakat.

Tahapan kegiatan diawali dengan tahap
persiapan yang meliputi identifikasi permasalahan
mitra, koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan
Bintaro, penyusunan materi sosialisasi, serta
persiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian
materi secara sistematis yang dilanjutkan dengan sesi
tanya jawab dan diskusi interaktif guna memperdalam
pemahaman peserta mengenai aspek hukum dan
pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan pesisir. Selanjutnya, tahap evaluasi
dilakukan segera setelah kegiatan berakhir melalui
diskusi dan tanya jawab dengan peserta untuk
mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang
telah disampaikan. Keberhasilan kegiatan diukur
berdasarkan beberapa indikator, yaitu kemampuan
peserta menjelaskan kembali materi pokok yang telah
disampaikan, tingkat partisipasi dalam sesi diskusi
dan tanya jawab, serta munculnya pemahaman dan
kesadaran  mengenai  pentingnya  keterlibatan
masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan
pesisir. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui
pengumpulan masukan dan tanggapan peserta terkait
materi dan pelaksanaan kegiatan. Sebagai tindak
lanjut, monitoring dilakukan melalui koordinasi
dengan pihak kelurahan untuk mengidentifikasi
perubahan pemahaman masyarakat dan potensi
keterlibatan mereka dalam kegiatan pengelolaan
lingkungan pesisir setelah pelaksanaan sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi
antara tim pengabdian dan Pemerintah Kelurahan
Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagai
mitra kegiatan. Kegiatan koordinasi bertujuan untuk
mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat pesisir,
memetakan permasalahan utama yang dihadapi, serta
menentukan bentuk kegiatan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Hasil identifikasi
menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat
terhadap regulasi pengelolaan lingkungan pesisir
masih relatif terbatas, khususnya terkait hak dan
kewajiban masyarakat dalam menjaga keberlanjutan
lingkungan. Kondisi tersebut menjadi dasar dalam
penyusunan materi sosialisasi yang difokuskan pada
penguatan  kesadaran hukum dan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir
berkelanjutan (Saputra, 2023).

Selain identifikasi permasalahan, tahap
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persiapan juga mencakup penyusunan materi
sosialisasi, persiapan media presentasi, serta
koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan. Materi yang
disiapkan memuat dasar hukum pengelolaan
lingkungan pesisir yang disusun secara hierarkis,
dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) yang
menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat. Pengaturan tersebut
kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang menegaskan pentingnya
partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan
lingkungan. Pada tingkat sektoral, pengelolaan
wilayah pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil yang menjadi landasan utama
dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara
berkelanjutan (Saftrina, 2020).

Tahap persiapan juga menghasilkan
kesepakatan mengenai pelibatan peserta yang terdiri
atas staf kelurahan, tokoh masyarakat, nelayan,
kelompok perempuan, dan pemuda sebagai
representasi masyarakat pesisir. Keterlibatan berbagai
unsur masyarakat tersebut dimaksudkan agar proses
transfer pengetahuan dapat menjangkau kelompok-
kelompok yang memiliki keterkaitan langsung
dengan pengelolaan sumber daya pesisir. Dengan
demikian, tahap persiapan menjadi fondasi penting
dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan
sosialisasi hukum.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui
kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan pada
tanggal 8 April 2026 di Aula Kantor Kelurahan
Bintaro. Kegiatan ini melibatkan 35 peserta yang
terdiri atas aparat kelurahan dan masyarakat pesisir.
Materi disampaikan menggunakan metode ceramah
dan tanya jawab dengan pendekatan komunikatif serta
didukung media visual untuk memudahkan
pemahaman peserta. Hasil pelaksanaan menunjukkan
bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi
dalam mengikuti kegiatan, terutama ketika membahas
isu-isu yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber
daya pesisir dan perlindungan lingkungan (Anwar &
Shafira, 2020).

Salah satu temuan penting dalam kegiatan
ini adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat
mengenai regulasi pengelolaan lingkungan pesisir.
Melalui sosialisasi hukum yang dilakukan secara
sistematis dan interaktif, peserta memperoleh
pemahaman yang lebih baik mengenai hak,
kewajiban, serta bentuk partisipasi yang dapat
dilakukan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan
pesisir. Kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan
Bintaro ini juga memberikan ruang bagi masyarakat
untuk menyampaikan berbagai persoalan yang
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dihadapi, sehingga terbentuk dialog yang konstruktif
antara narasumber dan peserta. Kondisi tersebut
sejalan dengan pandangan bahwa partisipasi publik
merupakan hak konstitusional yang harus difasilitasi
dalam setiap kebijakan lingkungan (Susmiyati &
Hidayah, 2021).

Dalam sesi diskusi, masyarakat turut
mengidentifikasi berbagai permasalahan lingkungan
yang terjadi di wilayah pesisir, seperti pencemaran,
pengelolaan sampah, dan ancaman abrasi pantai.
Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat
memiliki pengetahuan lokal yang cukup baik
mengenai perubahan kondisi lingkungan pesisir yang
terjadi dari waktu ke waktu. Pengetahuan lokal
tersebut menjadi modal penting dalam mendukung
pengelolaan lingkungan berbasis komunitas yang
lebih adaptif dan kontekstual (Aqmal, 2022).

Kegiatan sosialisasi juga menegaskan
bahwa tingkat pendidikan dan akses informasi
memiliki hubungan yang erat dengan intensitas
partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan.
Masyarakat yang memperoleh edukasi lingkungan
cenderung lebih aktif dalam berbagai kegiatan
konservasi dan pengawasan lingkungan. Oleh karena
itu, edukasi hukum dan lingkungan dipandang sebagai
instrumen strategis dalam meningkatkan kapasitas
masyarakat pesisir (Firmansyah, 2024).

Selain itu, pelaksanaan kegiatan berhasil
mengidentifikasi pentingnya kelembagaan lokal
dalam mendukung pengelolaan lingkungan pesisir.
Kelompok masyarakat seperti POKMASWAS dan
komunitas lokal dinilai memiliki peran yang
signifikan dalam menjembatani komunikasi antara
pemerintah dan masyarakat serta mendukung
pengawasan lingkungan secara partisipatif (Kharimah
& Ardiyansyah, 2019).

Hasil diskusi juga menunjukkan bahwa
keberhasilan  pengelolaan  lingkungan  pesisir
memerlukan kolaborasi yang kuat antara masyarakat,
pemerintah, dan sektor swasta. Kemitraan lintas
sektor dipandang mampu memperkuat dukungan
sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan,
pendampingan, maupun dukungan teknis. Dengan
demikian, tata kelola lingkungan pesisir dapat
berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan
(Pratiwi et al., 2022).

Aspek lain yang mengemuka dalam
kegiatan adalah pentingnya integrasi antara kearifan
lokal dan kebijakan formal. Masyarakat menilai
bahwa praktik-praktik lokal yang berkembang selama
ini memiliki nilai konservasi yang tinggi dan perlu
diakomodasi ~ dalam  kebijakan  pengelolaan
lingkungan pesisir. Integrasi tersebut diyakini mampu
menciptakan kebijakan yang lebih adaptif dan sesuai
dengan karakteristik sosial masyarakat setempat
(Satria, 2020).
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Gambar 1. Dokumentasi giatan

3. Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi di lakukan
setelah kegiatan sosialisasi selesai melalui metode
diskusi dan tanya jawab bersama peserta. Evaluasi di
fokuskan pada tingkat pemahaman peserta terhadap
materi yang telah di sampaikan, kemampuan peserta
menjelaskan ~ kembali  konsep-konsep  dasar
pengelolaan lingkungan pesisir, serta respons peserta
terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan (Irma, 2023).

Hasil monitoring menunjukkan adanya
peningkatan pemahaman peserta mengenai aspek
hukum lingkungan dan pentingnya keterlibatan
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir.
Peserta mampu mengidentifikasi berbagai bentuk
partisipasi yang dapat dilakukan, baik melalui
kegiatan  konservasi, pengawasan lingkungan,
maupun keterlibatan dalam forum musyawarah dan
pengambilan keputusan. Temuan ini menunjukkan
bahwa pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam
kegiatan mampu meningkatkan efektivitas proses
pembelajaran masyarakat (S. Hasanah & Jiwantara,
2025).

Evaluasi juga menunjukkan bahwa
penguatan  partisipasi masyarakat memberikan
dampak positif terhadap aspek ekologis dan sosial-
ekonomi. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya pesisir tidak hanya mendukung
pelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan
(Salean, 2024). Meskipun demikian, masih ditemukan
beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya,
rendahnya akses terhadap teknologi, dan minimnya
pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu,
diperlukan dukungan kebijakan yang lebih responsif,
penguatan kapasitas masyarakat, serta kolaborasi
lintas sektor agar partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan  lingkungan  pesisir  dapat  terus
berkembang secara berkelanjutan (Siti Hasanah et al.,
2025).

Secara keseluruhan, hasil monitoring dan
evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi
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hukum berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan
memperkuat  partisipasi ~ masyarakat  dalam
pengelolaan lingkungan pesisir. Keberhasilan tersebut
menjadi dasar penting pengembangan program
pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pesisir
pada masa yang akan datang. Dengan demikian
bahwa, penguatan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan  lingkungan pesisir  berkelanjutan
memerlukan  dukungan regulasi yang kuat,
peningkatan kapasitas masyarakat, serta kolaborasi
lintas sektor. Upaya ini harus dilakukan secara
berkelanjutan agar tercipta sistem pengelolaan pesisir
yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh
pemangku kepentingan. Hal lain yang diperlukan
adalah komitmen politik yang konsisten dari
pemerintah  dalam  memastikan  implementasi
kebijakan berjalan efektif di tingkat lokal. Penguatan
mekanisme monitoring dan evaluasi juga penting
untuk menilai keberhasilan program serta melakukan
perbaikan secara berkelanjutan. Dukungan pendanaan
yang memadai menjadi faktor penunjang dalam
menjamin  keberlangsungan  program  berbasis
masyarakat. Pada  akhirnya, sinergi  yang
berkelanjutan antar pemangku kepentingan akan
memperkuat ketahanan ekosistem pesisir sekaligus
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi hukum menunjukkan
bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap
regulasi serta hak partisipasi dalam pengelolaan
lingkungan pesisir masih relatif terbatas sehingga
memerlukan  penguatan  yang  berkelanjutan.
Meskipun demikian, pendekatan komunikatif yang
diterapkan telah memberikan Kkontribusi positif
terhadap peningkatan pemahaman masyarakat. Oleh
karena itu, diperlukan upaya berkesinambungan
melalui sosialisasi hukum, peningkatan kapasitas
masyarakat, serta penyusunan kebijakan yang lebih
inklusif dan responsif. Di samping itu, optimalisasi
kolaborasi lintas sektor dan penguatan sistem
monitoring partisipatif menjadi langkah strategis
dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan pesisir
yang berkelanjutan dan berkeadilan.
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